BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.764, 2019 KEMENSOS. Undian Gratis Berhadiah. Hasil
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN HASIL PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT DARI
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DALAM BENTUK UANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa  untuk  meningkatkan  pengelolaan  hasil
pengumpulan sumbangan masyarakat dari
penyelenggaraan undian gratis berhadiah dalam bentuk
uang, diperlukan pengaturan agar lebih tertib,
transparan, dan akuntabel,

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Negeri dalam
Bentuk Uang, masih terdapat kekurangan dalam
pengaturannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hasil
Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari
Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam Bentuk

Uang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
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Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 623);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan
Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5677);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 86);

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang
Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor

20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1517);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2017 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan
Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1126);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017
tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN
HASIL PENGUMPULAN SUMBANGAN MASYARAKAT DARI
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH DALAM
BENTUK UANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Penggunaan Sumbangan Masyarakat adalah
pemanfaatan dan penyaluran sumbangan masyarakat
yang dilakukan oleh Menteri Sosial untuk kepentingan
penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan
risiko sosial.

Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial
atau perkumpulan sosial yang  melaksanakan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh
masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

Sumber Dana Bantuan Sosial adalah sumber anggaran
yang antara lain berasal dari hasil pengumpulan
sumbangan masyarakat dari penyelenggaraan undian

gratis berhadiah dalam bentuk uang.

www.peraturan.go.id



2019, No.764

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang
terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam
bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan
dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi
sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan
perlindungan sosial.

Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah
individu, kelompok, Lembaga Kesejahteraan Sosial, dan
masyarakat yang terlibat dalam Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa
transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh
Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak
mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan
terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan
ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.

Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat
menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang
jika tidak diberikan Belanja Bantuan Sosial akan
semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi
wajar.

Keadaan Darurat adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis.

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah
dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat
berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak
perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri

atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut,

www.peraturan.go.id



10.

11.

12.

13.

14.

15.

2019, No.764

Pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang
digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi
kementerian/lembaga atau diteruskan kepada
pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan
badan usaha milik daerah.

Belanja Hibah adalah setiap pengeluaran Pemerintah
dalam bentuk wuang, barang, jasa, dan/atau surat
berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainnya
atau perusahaan daerah, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Penerima Bantuan Sosial Secara Tidak Langsung adalah
instansi pemerintah daerah provinsi dan pemerintah
daerah kabupaten/kota dan lembaga kesejahteraan
sosial yang peruntukannya untuk penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial  yang
selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena
suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan
pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai
dan wajar.

Pemohon Bantuan adalah instansi, organisasi, lembaga
kesejahteraan  sosial, kelompok, keluarga, atau
perseorangan yang mengajukan permohonan bantuan
sosial kepada Menteri Sosial.

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh
suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-
syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah
berupa uang atau benda yang akan diberikan kepada
peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan
jalan undi yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh
peserta sendiri.

Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB

adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-
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